BUPATI KERINGCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDIESAAN
DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

@
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan
asli daerah dan mengoptimalikkan pengelolaan
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan;

b. bahwa dengan diletapkannya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintahan Pusatl dan
Pemerintahen Daeralh dan Retribusi Daerah,
Perarulan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
. tentang Ketentuan Umum Pajak Paerah dan
Retribbusi Daerah, dan Peraturan Daecrah
Kabupaten Keringi Nomor 1 Tabun 2024 tentang
Pajalk Daerah dan Retribusi Daeralk, maka
Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, | perlu

dilakukan penyesuaian; |
¢. bahwa herdasarkan pertimbangan sebapgaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, periua
menctapkan Peraturan Bupali terntang Tata Cara

Pemungutan Pajalkk Bumi dan Bangunasn

Perdeszaan dan Perkaotaan;




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 2043;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenfuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1883 Nemor 49, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonecsia Nomor 32621
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Kcﬂmpat
atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1883 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4953);

Undang-Undang Momor 12 Tahun 7997 tertang Penagihan
Pajak dengan Suralt Paksa {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686] sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang- Undeng N@mor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajalk (lLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 -fentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

MNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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52234} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undarng Nomeor 13 Tahun 2022 {fentang
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembeniukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20i4 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesiz Nomor 5587) sebagaimana
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pomerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor Y Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Perafuran Perpajalkan (Lembar Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembar Negara Republik Indoncesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtn 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 6737);

Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Pemerintah Daerah Penggantt Undang-Undang Tahun
2022 tentang Cipta Kerja {(Lembaran Negara Republik
Indenesia Tehun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Rapublik Indonesia Nomaor 56856];
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 {enfang
Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144);

Peraiuran Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihatn Pajak
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dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 247); _
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pomberian dan Pomanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republikk Indonesia Nomer 516 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 .tenta_ng
Peraturan Pelaksansan Undang-Undang Nomor 6 Tabhun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoncesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 355339) scbagaimana tclah
diubah beberapa kali tferakhir dengan Peraturan
Pemerintah Momor [1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Pcraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 6
Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Le&nharan
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Pcraturan Pcmcrintah Nomor 12 Tahun 2019 ‘tentang
Pengelolaan Keunangan Daerah (tembaran Negara Republik
Indonesia Talun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan
Pendaftaran Tanah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6630j;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tcentang
Ketentuan Umum Pajalt Daerah dan Retribusi Dacrah
(lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Ilcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Presidenn Nomor 3 Tahun 2016 tenfang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis WNasional
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
41 schagaimana telah diubah beberapa kali lerakhir
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dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahuwy 2020
tentang Perubahan Kefiga atas Perafuran Presiden Nomor
3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Siralegis Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK (7 /2010
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional
yvang Tidak Dikenaltan Pajali Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 415);

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
{entang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 2036)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 120 Talmn 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PME.GY /2018
tenlang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1852);

Peraluran Menterl Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018
tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Banguman
Perdesaan den Perkotaan {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);

Peraluran Menilerl Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781); |
Peraturan Daerah Kabupalten Kerinci Normor 3 Tahun
2022 lentang Pembentukan dan Susunan TPerangkat
Dhacrah (Lembaran Daerah Kalbrupaten Kerinei Tahun 2022
Momor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinei Nomor 1 Tahun
2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembar Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 1)




Menetapkan

N

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA  CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN °~ BEA
PEROLEHAN ATAS BAK TANAH DAN BANGUNAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dchgan:

Daerah adalah Kabupaten Kerinei,

Pemerintal Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerinish Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang rﬁen_jﬂdi

kcwenangan daerah otoriom.

Bupati adalah Bupati Kerincei.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PI2 adalah
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwaldlan Ralgyat
Daerah dalsm penyelenggaraan Urusan Pemerintaban yang
menjadi kewenangan Dacrah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau_. todal
yvang merupakan kesatuan, baik yang meclakukan
usaha maupun vang tidak melakukan usaha yang
meliputi porsceroan toerbatas, perseroan koemanditer,
perscroan lainnya, badan usaha milik negara,
BUMD, atau adan usaha milik desa, cle.ngaﬁ nama
dan dalam bontuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
peolitikk, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap.
Pajak Daerah adalah kontribus: wajib kepada

Daerah yang terutang oleh ocrang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
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imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagl sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat,

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disingkal PBB-P2
adalah Pajak atas bumi dan/atan bangunan yvang
dimiliki, dikuasai dan/stan dimanfaatkan oleh
orang pribadi alau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi

tanah dan perairan wilayah daserah.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatlkkan secara tetap pada tanah dan/atau
perairar.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOP adalah harga rata-rata yvang dipercleh dari
transalksi jual beli vang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidalk terdapat transalesi jual beli, NJOP
ditentulkan melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atan nilai perolchan baru,
dalay NJOP pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Bangunan yang selanjutnya
disebuit NJOP Bangunan adalah sebesar nilai
kfonversi biaya pembangunan baru setia[::u jenis
bangunan setelah dikorangi penyusutan fisik
berdasarkan mciode penitaian kedalam klasifilkkasi,
penggolongan dan kctentuan nilai jual Ba_ﬁgunan
yvang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
Nilai Juzal Objek Pajak Pengganti yang sclanjutnya
disebut NJOP Pengganti adalalh = suatu
pcndekatan /metode penentuan nilai jual suatu
objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produlksi
obick Pajak tersebut.

Pemutakhiran Basis Data adalah pekerjaan yang

dilakukan untuk menyesuaikan data yang
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disirnpan di dalam basis data dengan data yang

sebenarmya di lapangan.

Nomor Obijek Pajak yang sclanjutnya disingkat NOP
adalah nomor identifikasi objek Pajak [termasuk
objek yvang tidak dikenakan Pajals yang mempunyai
karakteristlk unik, permanen, standar dengan
safuan blok dalam satu wilayah administrasi

pemerintahan desa/kelurahan.

Zena Nilai Tanah yang selanjutnya disinglzat ZNT
adalah suatu =zona geogratis yang tlerdiri atas
sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu nilai
indikasi rata-rata wvang dibatasi ocleh batas
penguasaan/pemilikan objeck Pajalk dalam satu
wilayah administrasi desa/kelurahan yang tidak
teriltat kepada batas hlois.

Peta Zona Nilai Tanah yang selanjunya disebul petla
ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zona
geografis yang terdiri atas sekelompok Dbjek Pajak
yang mcempunyai satu nilai indikasi rata-rala yang
dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objelk
Pajak dalam suatu wilayzh administras:

deza/kelurahan.

Dafltar Biaya Komponen Bangunan vang
selanjuinya disingkat DBKB adalah dallar yvang
dibuat untuk memudahkan perhitungen nila
Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang
terdiri dari biaya komponen ulama dan/ alau biaya
komponen rmateriz]l Bangunan dan biaya komponen
fasilitas Bangunan. '

Penyusutan adalah berkurangnya nilai Bangunan
yvang disebabkan oleh keusangan/penurunan

kondisi fisik Bangunan.

Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk
memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan

menafausahakan dala objek dan subjek Pajak

Bumi dan Bangunan.
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Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesasn dan
Perkofaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan
dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan wusaha perkcebunan, perhutanan

dan pertambangan.

Wajib Pajak Bumil dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan yvang selanjutnya disehut;Wa_jib
Pajak adalah orang pribadi atau Badan yvang
secara nyala mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,
dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau

mempercleh manfaat atas Bangunan.,

Tahun Pajak adalah janglka wakiu yang lamanya 1
(zaiu} tahun kalender.

Pajak wyang Terutang adalah Pgjak wyang harus
dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam
Tahun Pajalk, atau dalam bagian Tahun Pajak
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Bank Persepsi adalah bank pemerintali/bank
swasta yang ditunjuk untuk menerima pembasyaran
PBB-P2.

. IFasilitas Pcrbankan Elekironik adalab fasilitas

pelayanan perbankan secara elektronik seperti
anjungan tunai mandiri.

Teknologi Informasi adalah suatu felknik untuk
mengumpillkan, menyiapkan, menyimipar,
memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/

atau menyebarkan informasi.

Approval Code adalalh bentulkk peongesahan
pembayaran FBB-P2 yang dilakukan secara
clektronik yvang dibuat dalam formal lertentu serta

diproses secara otomatis melalui data elektronik,
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Sural Pemberitabhuan Ohbjekk Pajak dan/atau
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yvang
selanjulnya disingkat SPOP dan/atau LSPCP
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak’

untuk melaporkan

data subjek dan Objck Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

perpaiakan dacrah.

SPOP danfatau LSPOP Elektronik adalah SPOT
danfatau LSPOP dalam bentuk dokumen
elektronik,

Surat  Pemberitahuan Pajak Terhutang wvang
selanjuinya  disingkat SPPT adalah surat vang
digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-
P2 yvang terutang kepada Wajib Pgjal.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi badan yang
bertanggung Jjawab alas pembayaran Pajak,
termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajibh Pgjak menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakar.
Nomor Pokok Wajity Pajak Daerah vang sclanju tnya
disingkat NPWPD adalah nomor vang diberikan
kepada Wajilk Pajak sebagai sarana  dalam
administrasi perprajakan Dacrah = yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
mecmenuhi kewajiban perpajakan dacrahnya.
Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjulnya
disingkat NOPD adalah nomor identitas objek
Pajak sebagai sarana dalam admirnistrasi

perpajakan dengan ketenfuan tertentua.

Saat Terutangnya Pajalt adalah sejak Langgal SPPT
diterbitkan.

Suratl Tanda Terima Setoran, yvang selanjutnya

disebut STTS, adalah bukil pembayaran vang
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dikeluarkan oleh Bank termasuk struk Anjungan
Tunal Mandiri {ATM} atas pembayvaran atau
penyetoran Pajak yang telah dilalkukan oleh Wajib
Pajak melalui Bank yang ditunjuk Pejabat

berwenang.

Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran, yvang
sclanjuinya disebut DHKP adalah buku vyang
digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Xerinci
schagai Himpunan Kctctapan dan Pembayaran
Pajak untuk menatausahakan ketetapan dan
pembayaran Pajak dari Wajib Pajak,

Surat Keletapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKP1) adalah surat ketetapan Pajak yang

menenitukan besarnya jumlah Pgjak terutang.

Surat Ketelapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnys  disinglkat SKPDKB adalah surat
ketelapan Pajak yang menentukan besarnysa
jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah
kekurangan Pembayaran pokok Pajak, besarnya
sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjuinya disingkat SXPDKBT
adalah surat ketetapan Pajak yvang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang ditctapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yvang
selanjutnya disingkat SKPDLDE adalah surat
ketetapan Pajak vyang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit
Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atan
tidak seharmaisnya terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah vang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
Tagihan Pajak dan/atau sanksi adminisirasi

berupa bunga dan/atan denda.

. Burat Keputusan Pembetulan adalah surat
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keputusan yang membefulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atan kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan Dacrah vyvang
terdapat dalam SFPPT, SKPD, SBKPDKR, SKPDKBT,
SKEPIXN, SKPDLE, STFI>, Surat Kepuiusan

Pembetulan, atau Surat Keputusan Kcberatarn.

Surat Keputusan  Keberatan adalah sural
keputusan atas keberatan terhadap SPPT, .SKPD,
SKPDKRB, SKPDKBT, BSKPDN, SKPDLB, atau
terhadap pcmotongan alau pemungutan pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Pembayaran Pajak adalah besarnyva kewajiban vang
harus dipcnuhi oleh Wajib Pajak scsuai dengan
SPTPD, SKFPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,dan
STPD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang
ditunjuk secsuai dengan jangka waktu yvang telah
ditentulan.

Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan
menghimpun dan rmengolah data, kelerangan,
dan/atau bukli yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu  standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pcmenithan kewajiban perpajalcan dan/atan uniuk
tujran lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

perundang-undangan perpajakan Daerah.

Banding adalah wupaya hukum yang dapat
dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung
Pajalkk terhadap suatu keputusan vang dapat
diajulkan banding berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yvang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
Pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan
yvang digjulkan cleh Waiib Pajak.

Jurusita Pajak adalah pclaksana tindakan

penagihan Pajalt vang meliputi penagihan seketika
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dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa,

penyitaan dan penyanderaan.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak uniuk
menguasal  barang Penanggung Pajak. guna
dijadikan jaminan untuk melanasi utang Pajak
menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. .

Penagihan Pejak adalah serangkaian tindak:in agar
Penanggung Pajak melunasi ulang Pajak dan biaya
penagihan Pajak dengan mencgur alau
memperingatkain, melaksanakan penégihan
seketika dan  sekaligus, memberitahukan - Surat
Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
Penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual

barang yang tlelah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adatah tindakan
penagihan Pajak yvang dilaksanakan eoleh Jurusita
Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu
tangpgal jatuh tempo pembayaran vang meliputi
seluruh ulang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa
Pajak, dan Tahun Pajalk.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh
Pejabat unfuk menegur Wajib Pajak untuk

melunasi utang Pajaknya.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar
utang Pajak dan bilaya penagihan Pagjaic.

Surat Kepufusan  Keberatan adalah sborat
keputusan  atas  keberatan terhadap SKPD,
SKPDLB, atau terhadap pemungutan ocleh pihak
ketigayang diajukan olch Wajib Pajalk.

Kas Umum Daerah adalah tempszt penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung scluruh penerimaan dacrah dan
membayar seluruh pengelnaran daerah.

Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar

pada saat tertentu dalam masa Pajak, tahun Pajak,



28,

99.

6.

Ol

0o,

63.

64,

5o,

atau bagian tahun Pajak.

Pemeliharagn Basis Data PBB Dalam Rangka
Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2  yang
selanjutnya discbut Pemeliharaan Basis Data PBB
adslsh kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-
P2 dan pemutakhiran data objck dan/altau Subjck
Pajak PBB-PZ untuk periode tahun Pajak yang

belum daluwarsa.

Pemutakhiran Data Piufang FPBB-P2 adalah
kegiatan untuk menyesuaikan nilai piutang PBB-
P2 dalam basis daia PBB dengan nilai piutang yvang

sebenarnya.

Pemutakhiran Data Objek dan/atau Subjek Pajak
PEBR-P2 adalah kegialan verifikasi objek dan/fatau
Subjek Pajak PBEBE-P2 yang tcercanium pada Daftar
Nominatif dengan kondisi yang sebenarnya.

Penilaian Objelk Pajak Bumi den Hanguna_ﬂ yang
selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2  adalah
kegiatan uniuk mencntukan NJOFP vang akan
dijadikan dasar pengenaan PBB-P2Z, dengan
mencrapkan pendekatan porbandingan harga,
pecrnidckatan biaya, dan/atanu pendekatan
kapitalisasi pendapatan. _

Pecjabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
di: bidang perpajakan daeralh sesuai dengan

kctentuan peraluranperundang-undangan,

Pemunguntan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data ohjek dan subjek
Pajak, penenluan besarnya Pajakyang terutang
sampal kegialan Penagihan Pajalk kepada Wajib
Pajalz serta pengawasan penyetorannya.

Bea Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah pajak yang dikcnakan atas perclehan hak
atas lanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya

clisebut BPHTE.

Percolehan Hak atas Tanah dan/atan Bangunan




&6,

67.

65,

69,

T

71,

T2,

adalah perbuatan atau peristiwa bukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah

dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan,

Ilak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak
atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta
bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang di bidang pertanahan dan

bangunan.

Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau
Badan, yang memperoleh hak atas tanah dan/atsu

bangunan.

Pejabal Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang,
adalah pihak yang berwenang menerbitkan Alkta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan adalah dokumen  yang
menyatakan telah terjadinya pemindahan hdk atas
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen
ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual
beli, sural hibah, surat waris, dan lain-lain yang

memiliki kekuatan hulcum,

Burat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang
selanjutnya disingkat SSPD BPIHTB, adalah surat
yvang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran ataux penyetoran pajak ferutang ke
bank yang ditunjuk atau tempat lain yang
dilelapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untizlke
melaporkan data perolehan hak atas tanah

dan/atau bhangunan.

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan adalahr dokumen legal penetapan
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan
dari satu pihak ke pihak lain; |

Surat Setoran Pajak Daerah yang sclanjutnya
disingkat SSPD adalah bukti Pembayaran atau
penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan



73,

(1)

(2]

menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui
tempat Pembayaran yang ditunjuk Fejab&t
betrwenang.

Nilai Pasar adalah harga rala-rata dari transaksi
jual beli secara wajar yvang terjadi disekitar letak

tanah dan/atau bangunan.

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupaii ini adalah mengatur Tata

Cara Pemungutan :
a. PBB-P2; dan
b. BPHTB.

Tata Cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat {1
meliputi pengaturan mengenai :
a. Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian;
Penetapan, Tarnf, dan Tata Cara Perhitungan Pajak;
Maza dan tahun pajak;
Penelitiarn;
Penerbitan, dan Penyampaian SPPT;
Pembayaran;

Pelaporat;

=@ o8 oap g

. Penagihan;

(=

Mutasi, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan dan Penghapusan atau Penglurangan Sanksi
Administratif;

Keberatan dan Banding;

L.

k. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

1. Penentuan kembali dan Penundaan tanggal/saat jatuh
tempo; |

. Pemeriksaan,

. Penghapusan Piutang;

Sosialisasi dan Edukasi; dan

v ¢ 5 og

Iniformasi.



{1)

(2)

{3)

Bagian Kesatu
Urnuam
Paragraf 1
PBE-P2

Pasal 3

Objek PBRB-P2 yaitu Bumi dan/ atau Bangunan yvang

dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan cleh orang

pribadi atau Badan, Lkecuali kawasan vyang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

Bumi sebagaimana dimaksud pada avat (1) termasuk

permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi ataun

penguritkan.

Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} wyaimn kepemilikan,

penguasaan dan/ atau pemanfaatan alas:

a. Bumi dan/alau Bangunan kantor Pemerintah
Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor
penyelcnggara negara  lainnya yang dicatat
sebagai barang milik negara atau barang milik
Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan
semata-mate untul melayani kepentingan aminm
di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak
dimalksudikan untuk mempercleh l{euntungan;

c. Bumi danj/atau Bangunan yang semaia-mata
digunakan untulk tempat makam (kuburan),
peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi wyang merupakan hutan lindung, hutan
suaka alam, hulan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan
lanah negara yang belum dibebani suatu halg;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarlan

asas perlakuan timbal balik;




. Bumi dan/atau Bangunan yang digunaka:.n oleh
Badan atau perwakilan lembaga i.ntem;.a.sional
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api,
moda raya terpadu [Mass Rapid Transil}, lintas
raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang
sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnva
berdasarkan NJOP tertentu yvang ditetapkan oleh
Bupati; dan

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pujak

. Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.
Paragraf 2
BEPHTE

Pasal 4
(1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Ilak atas Tanah
dan /atau Bangunan.
{2) TPerolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimanadimaksud pada ayat {1} meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1. Jdual beli;
Tukar-monukar;
Hibah;
Hibah wasiat;

Waris:

S

Pemasukan dalam perseroan atau badan

hulam lain;

7. Pemisahan hak Yang mengakibatkan
peralihan;

&. Penunjukan pembeli dalam lelang;

9. Pclaksanaan putusan hakim yang mempminyai
kckuatan hukum tetap;

10. Penggabungan nsalia;

11.Peleburan usaha;

12. Pemekaran usaha; atan



13. Hadiah; dan
b. pemberian hal baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau

2. di lnar pelepasan halk.

13} Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. hak mitile:

b. hak guna usaha;

c. hak grina bangunan;

d. hak pakai;

e. halk milik atas satuan ramah susun; dan

hak pengelolaan. _
{4) Dikecualikan dari objek BPHTB meliputi Perolehan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

a. untuk kantor pemerintah pusal, Pemcrintaban
Daerah, penvclenggara Negara, dan lembaga
negara lainnya vang dicatat sebagail barang milik
negara atau barang milik Dacrah;

b. oleh negara wmntuk penyelengparaan
pemerintahan danfalau untuk peiaksanaan
pembangunan guna kepentingan urmuam;

c. untuk badan ataun perwakilan lembaga
internasional dengan syarat tidak menjalankan
usaha atau mclakukan kegiatan lain di luar
fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga
tersebut yang diatur dengan pcraturan mentcri
yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangais;

d. uniuk perwakilan diplematik dan konsulat

berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

c. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi
hak ailau karena perbuatan hukum lain dengan
tidakk adanya perubahan nama;

f. oleh orang pribadi atai Badan karena wakaf;

g, oleh orang pribadi atau Badan yvang digunakan
untuk kepentingan ibadaeh; dan



h, untuk masvarakat berpenghasilan rendah sesuai
dengan ketentuan peraturan peruhdang-
undangan.

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTE bagi masyarakat
berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan ramah
pertama dengan Kriteria terteniu yang ditelapkan
oleh Bupati.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
{3} diselaraskan dengan kebijakan pemberian
kemudahan pcmbangunan-dan perolchan rTumah
bagi masyarakatbcrpenghasitlan rendah vang diatur
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

perumahan ralcyat,

Paragral 3
Subjek Pajak
Pasal 5
Subjek Pajak yvaitu crang pribadi atau Badan yvang secara
nyata mempunyai suati hall atas Bumi,Tanah dan/atan
bangunan, memperoleh mantfaat altas Bumi, tanah
dan/atan memiliki, menguasai dan/atau mcecmperoleh

hak dan/atau manfaat atas Bangunan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatn

Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian

Paragrafl 1
Pendaftaran PBB-P2
Pasal 6
(1} Pendaftaran objck pajak dilakukan dengan cara Subjek
Pajak mengisi formulir SPOFP dan/atau LBFOP yang
disediakan dan dapat diperoleh di BPKPD atau tempat lain
yang ditentulkan tanpa dikenakan biaya.

2) Setelah SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimakstd pada



(3]

4}

(5}

avat (1) diisi dengan jclas, benar dan lengkap serta
ditandatangani disampaikan ke Bidang PBEB dan Dana
Transfer BPKPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sctelah langgal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh

Subjek Pajak atau kuasanva.

Dalam hal 3POP dan/atau LSPOP ditandatangani olch selain
Subjek Pgjak yang bersangkutan, harus dilamp'ﬁ-i Surat
Kuasa dari Subjek Pajak.

Persyaratar pengajuan permohonan pendaftaran Objek

Pajak/Subjek Pajak iLerdiri atas :

a. Ssural pengantar dari Desa/Kelurahan;

b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau
identitas lainnya dari Wajib Pajak; |

e surat tanda buktii hak atas Bumi dan/atau Bangunan
Yaitu:

1. folokepi bukti kepemilikan hak atas Bumni dan/fatau
Banglnan;

2. fotokopi bulti hak pengelolaan atas Bumi dan/atau
Bangunan; atau

3. [otokepi bukti hak penguasaan afas Bumi dan/atau
Bangunan;

d. dalam hal bukti hak berupa pengelolaan scbagaimana
dimeksud pada huruf b angka 2, maka harus
melampirkan surat izin dari pemilik Bumi dan/atan
Bangunan sebagaimansa dimaksud pada huruf b angla 1

g. surat keterangan kepala desa/flurah; dan

f. fotokopi SPPI' tctangga sekitar yang Dberbatasan
langsung,

Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dikarenakan

terjadinya pcralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan,

mehiputi:

a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;

b. perubahan data Subjek Pajak dan Objek Pajak karena
Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi beberapa orang
dan beberapa bidang; dan

c. penggabungan Chjek Pajak



(6}

(L

2}

(3}

(1)

(2)

Bentuk, is1, dan tala cara pengisian formulir SPOP d;a_tl fatau
LSOP, sebagaimana dimsksud pada ayat (1) tefcantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupafi ini.

Pasal ¥
SPOP dan/atau LBPOY sebagaimana dimaksud dalam Fasal
<+ ayat (3] harus diteliti oleh PD yang membidangi Pajak.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:

a. kebenaran informasi yang lercantum dalam SPOP
dan falau LSPOP; dan

b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP dan/atan
LSI*0OP,

Untuk setiap SPOP dan/atau LSPOP yang masuk, PD yang

membidangi Pajak berhalkk melalkukan Pemeriksaan

Lapangan untuk mengecek kebenararn data secara riil.

Paxal 8

Pendaltaran PBB-P2 dengan cara mutasi dilakukan dengan
mengajukan permohonan kepada FD yvang membidangi Pajalz.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

disampaikan menggunakan RBahasa Indonesia dengan

mengisi fonmulir surat permohonan yvang disediakan PD

vang mcembidangl Pajak dan dilampiri dengan

4. surat pengarntar dari Desa/Kelurahan;

b. fotolopi identitas Wajibh Pajak/Subjek Pajak atau
kuasanya apabila dikuasakan;

c. surat lkuasa bermeterai cukup apabila permohonan
diajukan oleh kuasanya;

d. SPOP dan/atau LSPOP yvang lelah diisi dengan jelas, benar
dan lenglap serta ditandatengani oleh pemohon;

e. asli SPPT PBE-P2 Tahun Pajak herjalan;
telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun tcrakhir, kecuali
untuk proses mutasi gabung, NOF yang dihapus wajib
Innas untuk semua kewajiban Pajak yang Terutang
sebelum tahun berjalan;

g surat tanda bukil hak alas Bum dan/atau Bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) hurl b;dan




(1}

(2)

{3)

)

(5)

(6)

h, surat keterangan kepala desa/lurah;

Dalam hal mutasi data bersifat minor, dapat dikecualikan dari

ketentuan sebagaimana dimaksuod pada ayat (2) huruf c,

Mutasi data bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] merupakan perubahan atas data yang tidak
mengakibatkan perubahan Wajib Pajak, berupa:

a. pembetulan kesalahan penulisan nama Wajib Pajak; dan

b, pembectulan kesalahan penulisan alamat Wajib Pajak.

Paragral 2
Pendataan PBE-F2

Fasal 9
Pendataan Objek Pajak dilaltukan oleh PD vang membidangi

Pajak dan Rctribusi dengan menuangkan hasilnya dalam

formulir SPOP dan/atau LSPOP,

Pendataan Objek Pajalk dilakukan dengan cara:

a. pasif, yaitu Pendataan yang dilakulzan oleh Subiclk Pajak
dengan cars Imengisi, menandatangani, dan
menyeraitkan SPOP dan/atau LSPOP kepada PD yang
membidangi Pajak;

b. aiktif, yaitu Pendataan oleh BPKPD dengan menggunakan
formulir SPOP dan/fatan LSPOP melalui identifikasi
Objek Pajak, wverifikasi data Objek Pajak, dan
pengukuran bidang Objek Pajak dengan mencocckkan
data yang ada di PD yang membidangi Pajak Et:i-:-,ntg'a_rsl
kondis] schenarnya objck dan Subjek Pajak di ]a?aﬂgan;

Dalam rangka Pendataan, Subjek Pajak wajib mendaftarkan
Objek Pajaknya dengan mengisi SPOP dan/atan LSPOP.
BPOP dan/aiau LSPOP scbagaimana dimaksud pada ayat (3]
harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta
ditandatangant dan disampaikan kepada PD  yang
membidangi Pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh] hart
kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LESPOP
oleh Subjek Pajak.

Pendataan melalui indentifikasi dilakukan pada Objek Pajak

yang belurn terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.

Pendataan melalii verifikasi dilakukan pada Objek Pajak

yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2,



(7)

(8)

(1)

{2)

(3]

(4

9

(6)

Berdasarkan hasil Pendataan scbagaimana dimaksud pada
ayat {1) apabila ditemukan ketidaksesuzian antara data
yang dimiliki Wajib Pajak atau Fiskus dengan bukti di
lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Bentulk formulir permohonan pendaftaran objelcf Subjek
Pajak fercantum dalam Lampiran VII yang merupakan

bagian fidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Berdasarkan hasil Pendalaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 terhadap Objek Pajak diberikan NOP.

Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP sebagai berikut:

a. melampirkan fotokopi identitas diri berupa kartu tanda
penduduk atau dokurmen lain yang sah;

b. melampirkan fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan
atau pemanfaatan;

¢. surat keterangan dari kepala desa/kelurahan; dan

d. mengisi formulir SPOP dan/LSPOP disertai tanda tangan
Wajib Pajalt atau kuasanya,

Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangksn

NQP lama.

Pendataan terhadap wmutasi pecah atas tanah induk,

masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru,

sedanghkan NOP lama terpakai sebagal NOP induk.

Terhadap pcnggabungan hbeberapa NOPR, NOFP {erkecil

dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.

Biruktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari 13 [delapan belas) digit, dengan urutan:

a. digit ke-1 [kesatu] dan ke-2 (kedua) merupaksan kode
pProvinsi;

b. digit ke-3 {ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakan kode
kabupaten; :

c. digit ke-5 (kelima) sampai dengan digit ke-7 (lketujuh)
merupakan kode kecamatan;

d. digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-10
(lkesepulith) merupakan kode desa/keclurahan;

e. digit ke-11 {kesebelas) sampai dengan digit ke-13 [ketiga

belas} merupakan kode nomor urut blok;




(1)

(2}

(1)

(2)

{3)

(4)

[ digit ke-14 (keempat beias} sampai dengan digit ke-17
(ketujuh belas) merupakan kode vrut Chiek Pajak; dan

g digit ke-18 (kedelapan belas) merupakan kode tanda
khusus.

Pasal 11

Dalam meclakukan kegiatan pendataan pemeliharaan basis

data PBB-P2, PD yang membidangi Pajak dapal bekerja

sama dengan instansi yang terkait.

Pendataan Objek Pajak dan Suhbjck Pajak dalam rangka

pemcliharaan basis data dapat dilakukan oleh pihak ketiga

yang memenuhi persyaratan sesuai keteniuan perundang-
undangar.
Paragraf 3
Penilaian PBE-P2
Pasal 12

Penilaian Objek Pajak dilakukan oleh PD yang membidangi

Pajak dengun menggunaksn pendekatan penilaian yang

telah ditentukan.

Proses Penilaian NJOP dihitung berdasarkan harga rata-raia

vang diperoleh dari transaksi jual bel yang terjadi sccara

wajar.

Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan scbagai dasar menctapkan NJOP,

Pcnilaian Objek Pajak dapai dilaksanakan melalui:

a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung
berdasarkan nilat indikasi rata-rata yang ierdapat pada
seliap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung
berdasarkan DBEKE; dan

b. penilaian individu diterapkan pada Objek Pajak umum
vang bernilal finggi atau Objek Pajak khusus, antara
lain:

i. jalan tol;
2. handar udara dan pelabuharn
3. galangan kapal dan dermaga;

stasiun kcreta api;

5. Pembanglkit listrik tenaga uap {PLTU};




{5)

(6)

(7)

(8}

(1}

(2]

6. lempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,
pipa minyak;

7. menara Base Transceiver Station (BTS);

8. laman rekreasi;

9. Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU); dan

10, lapangan golf.

Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata scbagaimana
dimaksud pada ayat {1), penghitungan NJOP dapat
dilaltulzan dengan metode:

a. perbandingan harga dengan objek lain yang scjcxﬁs;

b. nilai perclehan baru; atau

c. nilai jual pengganti.

Penilaian dengan pendekatan data pasar schagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengén cara
membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan
Objek Pajak l[ain yang sejenis yang nilali jualnya sudah
diketahui dengan melalmikan beberapa penyesuaian.
Penilaian dengan pendckatan biaya sebagaimana dimalesud
pada ayat (4} huraf b dilakukan untuk penilaian Bangunan
dengan carza memperhitungkan bisya vang dikcluarkan
untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4} hwut ¢ dilalkukan pada objek yang memiliki
nilai komersil dengan carag menghitung atan
memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1
(satu} tahun tcrhadap Objek Pajak dikurangi dengan

kelkosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

Paragraf 4
Pendaftaran BPHTB
Pagal 13
Wajib Pajak BPHTB mclakukan pendaftaran Hak atas Tanah
atan pendafllaran pemindahan Hak atas Tanah kepada
Kepala Kantor Pertanahan,

Unit keija dapat melaltukan Lkerjasama dengan Kantor

Pertanahan dalam ranglka pendaftaran Pernindahan Hak.



{3) Prosedur pendaflaran Akta ke Kepala Kantor Pertanahan
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang

tidak terpisahkan dard Peraturan Bupatfi ini.

Bagian Kedua
Penetapan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak
Paragraf 1
Penetapan PBEB-P2
Pasal 14
Penetapan FPBB-P2 dilaksanakan scsuai dengan ketentuan
perafuran perundang-undangan vang berlakii/lerkait.
Paragraf 2
Tarif PBB-P2
Pasal 15
Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua
puluh perscn) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP
setelabh dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3).
Pasal 16
Tarif PBB-P2 sebagaimana telah di atur dalam ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/fierkait.

Paragraf 3
Tata Cara Penghitungan Pajak PBB-P2
Pasal 17
{1) Besaran pokok PBB-P2 yang teritang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dengan larif sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
Pajalkk setelah dikurangi NJOPTKP, dengan rumus sebagai
berikut : '

Besaran Pokok PBB-P2 = [NJOP - NJOPI'KP) x Tarif.
(2) Penghifungan besaran pokok PBR-P2 dituangkan dalam
SPPT.




(1}

(2)

(3]

(1)

Paragral 4
Penetapan BPHTB
Pasal 18

Dasar pengenaan BPHTEB merupakan Nilai Perolchan Objck

Pajak (NPOP] sebagaimana diatur dalam Peraturan

Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pajak dan

Retribusi.

Nilai Perolehan Obiek Pajak sebagaimanan dimaksud pada

ayat (1} adalah dalam hal:

a. harga {ransaksi untuk jual beli; _

b. nilai pasar untuk menukar, hibah, hibah wasiat, waris,
pemasukan dalam  persetoan atan badan hukum
laitimysa, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekizalan hukum letap, pemberian hak baru
atas fanah sebagal kelanjutan dari pelepasan hak,
remberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak,
penggabungan usaha, peleburan usaha, pefmckaran
usaha, dan hadiah, dan;

c. harga transaksi yang tcrcantum dalam risalah Lelang
uniuk penunjukan pembell dalam Lelang.

Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana

dimaksud ayat (2) tidak diketahul atau lebih rendah dari pada

NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan

Bangunan pada tahun terjadinya perclehan, dasar

pengenaan BPHTE yang digunakan adalah NJOP yang

digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada
tahun terjadinya perolehan.

Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3] bclam ditetapkan pada saat

terutangnya BPHTE, NJOP Pajak Bumi dan Banglinan dapat

didasarkan pada Surat Ketctapan NJOP Pajak Bumi dan

Bangunan.




Paragraf 5
Tarif BPFHTB
Pasal 19
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (BPHTB])

sebagaimana telah di atur dalam ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku fterkaif,

Bagian Ketiga
Masa dan Tahun Pajak
Pasal 20
(1) Masa Pajak dimulai langgal 1 Januari dan berakhir tanggal
31 Desember pada tahun berkenaan.
(2} Penentuan Pajak yang Terutang dilakukan berdasarkan
keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.
(3} Tahun Pajak PBB-P2 dan BPHTB ditetapkan uniuk jangka
wakiu (satu} tahun katender,

Baglan Keempat

Penelitian

Paragraf 1
Penelitian PBB-P2
Pasal 21
{1} SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3) wajib diteliti oleh PD yang membidangi Pajak.
{2) Penelitian schagaimana dimaksud pada ayvat (1) meliputi:
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP
dan/atau LSPOP; dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP dan/atau
LSPFOP.
(3} Untuk setiap SPOP dan/fatau LSPOP yang masuk, BPKPD
berhak mclallukan Pemeriksaan Lapangan untuk mengecek

kebenaran data secara il




(1}

(2)

{3}

(4)

{5)

(1)

{2}

{3)

Paragraf 2
Penelitian BPHTEB
Pasal 22
PD yang membidangi Pajak melakukan penelitian sctiap
pembayaran SSPD BPHTB vang disampaikan oleh wajib pajak
atan kuasanya. |
Penelitian sehagaimana dimalksud pada ayat (1} meliputi:
a. kebenaran informasi yang tercantum dalamm  SSPD
BEPHTE; dan
b, kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB,
Jika diperlukan, penelifian sebagaimana yvang dimaksud
pada ayat (1} diseriai dengan pemeriksaan lapangan,
Penelitian S38PD BFH'I'B sebagaimana dimaksud padﬁ ayat (1)
dan (2] dilaltsanakan apabila tanah dan fatau bangunan vang
diperoleh halenya, lidak memiliki funggakan Pajalt Bumi dan
Bangunan.
Prosedur penelitian 35PD BPFHTB vieh Wajib Pajak adalah
sehagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang tidak

terpisahilian dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kclima
Penerbilan dan Penyampaian SPPT
Pasal 23

Kepala PD yang membidangi Pajak Atas Nama Bupati
mcnerbitican SPPT/SKPD /SKPDN,
SPPT  dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang telah
tersedia pada basis data Pomerinlah Daerah dan/falau
berdasarkan SPOP yvang disampaikan oleb Wajib Pajak.
SPPT /3KPD /SKIFFDN dapat diterbitkan melahai:
8. pencetakan massal;
b. pencetakan biasa dalam rangka;

1. pembuatan salinan SPPT/SKFD;

2. penerbitan SPPT/SKPD/SKPDN sebagai tindak lanjut
atas kepufusan keberatan, pengurangan zatau
pembetulan:

3. tindak lanjul pendaftaran Objek Pajak haru;

4. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak.




(4} Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huraf a dilaksanalzan pada triwulan pertama tahun berjalan.
(9] Permohonan cetak salinan SPPT/SKPD  sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) hburuf b angka 1 disampaikan kepada
PD yang membidangi Pajak melalui desa/kelurahan dengan
persayaratan sebagai berilqat: _
a. surat permchonan salinan SPPT yang ditandal.angm
oleh desa/kelurahan; dan
b. melampirkan fotokopl kartu tanda penduduk, kartu

keluarga, atan identitas lainnya dart Wajib Pajals,

Pasal 24

{1} SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

{2} SPPT berfungsi scbhagai surat pemberitahuan terutang Pajak
untuk menetapkan besarnya Pajak lerutang yang harus
dibayar dalam 1 {satu) Tahun Pajak.

{3) Dalam rangka meningkatkan cfisiensi pelaltsanaan tugas,
khususnya penandatanganan SPPT, maka penandatanganan
SPPT dilzakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. cup dan tanda tangan cetakan untuk ketetapan sampai
dengan Rp2.000.000,00 {dua juta ropish); dan

I», cap dan tanda tangan basah untuk keletapan lebih dari
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

{4] Formulir SPPT terdiri dari informasi sebagai berikuat:

a. bagian atas:
1. nomor seri formulir:
2. nama Pemerintah NDaerah dan instansinya;
3. informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2 bukan

merupakan tanda bukti kepemilikan hak";

4. jonis Pajak;
5. NOP;

6. letak Objek Pajak;

7. hnama dan alamat Wajib Pajalk;

8. nomor polkok Wajib Pajak;

9. luas Bumi dan/atau Bangunan;

10. kelas Bumi dan/fatau Bangunan; _

11. NJOP per meter persegi (m2) Bumi dan/atau

Bangmnan;



12. total NJOP Burmi dan/atau Bangunan;
13. NJOF sebagai dasar pengenaan PBB-PZ2;
14. NJOP tidak kena Pajak;
15. NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
16. PBB-F2 terhutang;
17. PBB-P2 vang harus dibayar;
18. tanggal jatub fempo;
19. barcode;
20. tempat pembayaran; dan
21. penandatanganan.
b. bagian bawah:
1. barcodc;
2. nama Wajib Pajal,
3. letak Obiek Pajak;
4. NOP;
5. 8PPT tahuti/Rp;
6. tanggal dilerima;
7. tanda tangan; dan

&, naimna terang.

{3) SPPT PBB-P2 dikelompolkkan menjadi 5 ({lima) buku daftar
himpunan ketetapan Pajak yaitu:

a. buku [ jumlah pokok ketetapan Rp0,00 (nol rupiah)
sampal dengan Rpl1Q0.000,00 (seraius ribu rupiah);

b. buku Il jumlah pokok ketctapan Rp100.001,00 [(seratus
ribu satu rupiah) sampal dengan RpS00.000,00 (lima
ratus ribu rupiah);

c. buku Il jumlah pokok kctetapan RpS00.001,00 (lima
rafus ribu satu rupiah} sampal dengan Rp2.000.000,00
{dua juta rupiahl);

d. buku IV jumlah pokok ketetapan Rp2.000.001,060 (dua
juia satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (ima
Juta rupiah); dan

buku V jumlah pokok ketetapan di atas Rp3.000.000,00

iT

{(lima juta rupiah}.
(6) Benluk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada wyat (1)
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pagal 25

SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut:

a. apabila SPOP danjfatau LSPOP tidak disampaikan dalam
Jjangka waktir 30 (liga puluh) hari setelah tanggal ditcrimanya
SPOF danjatau LEPOP dan setelah ditegur secara tertulis
olch Kepalae BPKPD sebagaimana ditcntukan dalam surat
tegaran; dan

b, surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf =
merupakan surat peringatan kepada Wajib Pajak untuk
menyampaikan SPOP dan falau LSPOP yang harus diisi

dengan jelas, benar dan lengkap,

Pasal 26

(1} Kepala PD yang membidangi Pajak Atas Nama Bupati
memberikan surat keterangan NJOP kepada Wajib Pajak
sesuai permohonan Wajib Pajak, dengan ketentuan:

a. SPPT PBE-P2Z belum dicetak oleh BPEPD;

b. sebagai pengganti sementara SPPT dalam hal
pengurusan persyaratan administrasi ©  yang
membutuhkan adanyva SPPT; dan

c. surat keterangan NJOP dinyalakan tidak berlaku
apabila SPPT/SKPD telah dicelak vleh BPKPD.

{2) Kepala PD yang membidangi Pajak Atas Nama Bupati dapat
memberikan Salinan SPPT/SKPD/STPD atas perrnohanan
Wajib Pajak.

{3) Kepala PD yang membidangi Pajak Atas Nama Bupati dapat
memberikan  sural keterangan NJOP dan  salinan
SPPT/SKPD/STPD.

{4} Bentuk Surat Keterangan dan Sural Permohconan NJOP
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tcreantum dalam
Lampiran 31 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

{1} SPPT disampaikan kepada Wajib Pgjak dengan ketentuan:

a. buku I, buku 1I, dan buku III sebagairnana dirnaksud

dalarn Pasal 17 ayat {5) hurul a, huruf b, dan huril ¢,
disarnpaikan kepada Wajib Pajak rnelalui carnat, kepala



(2}

(1}

(2)

(1}

(2)

(3]

(4

desaflurah dikecualikan bagi SPPT rnenara
telekornunikasi dan badan usaha rnilils negara; dan

b. buku IV dan buku V sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal
17 ayat (3) hwuf d, huruf e, dan SPPT rnenara
telekornunikasi dan/fatan badan usaha rnilik negara
disarnpaikan kepada Wajib Pajak olch BPKPD,

Sebelurn SPPT disarnpaikkan pada Wajib Pajak dilakukan

kegiatan Perneriksaan ferhadap isi 3PPT, vaitu meliputi:

a. Subjek Pajak; dan

b. Obick Pajak; dan/atau

c. NJOP.

Pasal 28

Penyampaian SPPT dilaksanakan pada trivulan pertama

tahun berkenaan setelah selesal pencetakan massal,

Jangka waktu penyampaian SPPT selambat-lambatnya;

a. o (ima) hari kerja dari camat ke kepala desa dan kepala
kelurahan; dan

b. 25 [dua puluh lima)} hari kerja dari kepala desa/hurah
kepada Wajib Pajalc.

Pasal 29
Penyaimmpaian SPPT oleh BPKPD kepada camat dituangkan
dalam berita acara yang dibuat rangkap 2 (duva), untuk
didistribnsikan kepada:
a. Kepala BPKPD; dan
b. Camat.
Berita acara penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dibuat oleh camat dalam rangkap 3 [tiga) urtuk
didistribusikan kepada:
a. camai;
b. kepals desa/flurah; dan
¢. Kepala BPKPD.
Berita acara penyampaian SPPT PEB-P2 sebagajlnaﬂa
dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2} harus ditandatangani
oleh masing-masing pihak.
Formal berite acara penyampaian SPPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang



(1)

{2)

(3]

(4]

(5]

(1)

(2)

(3]

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraiuran Bupati
ini.

Pasal 30
Wajib Pajak wajtb menandatangani tanda bukdti peﬁerimaan
SPPT dan mencantuimkan tanggal diterimanya SPPT tersebuat.
Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan,
Tanda bukti penenmaan SPPT sebagaimana dimaksud pada
ayat [1] berada pada bagian bawah SBPPT selanjutnya
disampaikan kepada kepala desa/lurah.
Kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
menghimpun dat menyimpan tanda bukti pecnerimaan SPPT
yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam
daftar rekapitulasi penyampaian SPPI' dan  selanjutinya
disampaikan kepada camat.
Daftar rekapitulasi penyampaian SPPT  sebagaimana
dimalisud pada ayat (4) diserahkan ke BPKPD oleh camat
setiap hari kerja dengan menggunaken tanda terima formulic
SPPT.

Pazat 31
BPPT yang tidak diterima atan Udak disampaikan kepada
Wajib Pajak oleh kepala desa/lurah harus dikembalikan
kepada BPKPD melalui camal dengan berita acara
pengembalian SPPT,
SPPT yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} discbabkan karena SPPT ganda atau Wajib Pajak
dan fatau penangsung Pajak tidak dapat ditemukan.
Format berita acara pengembalian SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} tereantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidek terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.



(1}

{2)

(3)

(4

(5)

(6]

{1)

{2)

Bagian Keenam

Pembayuaran

Paragraf 1
Pembayaran PBB-P2

Pasal 32
PBEB-FP2 yang terulang dibayar di Bank Peorsepsi atau tempat
lain.
Pembayaran PBB-P2 secara tunai dapat dilakukamn uieh Wajib
Pajak melalii petugas pemunguit Pemerintah
Dacrah/desa/kelurahan.
Pembayaran PBB-P2 yang terutang dilakukan dengan
menggunakan SPPT/STPD dan/atau menunjukan NOP PBB-
P2 yang telah diterima oleh Wajib Pajak.
Hasil penerimaan PBB-P2Z sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] harus disetor ke Bank Persepsi atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1 x 24 {satu kali dua
puluh ernpat) jam.
Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) jatuh pada hari libur maka pembayaran Pajak dilakukan
pada hari kerja berikutnya.
Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33
Dalam rangka efisiensi penyetoran PBB-P2 dari . petugas
pemungut desa fkelurahan ke Bank Persepsi atau tempat lain
yvang ditetapkan oleh Bupati, pihak desa/kcharahan
a. membuat jadwal penerimaan PBB-P2  sekurang-
kurangnya 1 (satu) minggu sekali;
b. menunjuk opcrator PBB-P2 desa/kelurahan  untuk
melakukan input data pembayaran PBB-P2 melalui e-
PBB; dan '
operator PBEB-F2 sebagaimana dimaksud pada huraf b

o

bertanggung jawab muftlak atas penggunaan e-PBE.
Penjadwalan penerimaan PBB-P2 sebagatmana dimaksud
pada ayal (1} harus disosialisasikan kepada masyarakal dan

diltoordinasikan dengan PD yang membidangi Pajak.



1)

{2

(3)

4

(5)

(1)

(2

(1}

(2}

3

Pasal 34
Pembayaran PBBE-P2 ferutang di Bank Persepsi yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan layanan perbarnkan baik secara tunai
maupun not tunai.
Pembayaran PBB-P2 secara non tunai Eehzigaimﬂna
dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila jumlah rekening
Wajib Pajak yung ada pada tempat pembayaran elektronik
telah berhasil didebet oleh Bank Pcrsepsi.
Bukti pembayaran/penyetoran PBB-P2 yang diterbilkan di
tempal pembayaran sebagaimana dimaksud pada gyat (1)
dianggap sah sebagai SSPD/STTS apabila telah dicantumkan
"Approval Code',
Tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} menggunakan 88PD atau bukti
pembayaran lain  yang sah  berdasarkan peraturan
perundang-undangarn.
Benluk dan isi 35PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
tercantum datam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35
PBB-P2 yang terutang  wajib dilunasi sebelum lewat
tangegal jatuh tempo pembayaran.
Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayal

{1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pembayaran BPHTB
Pasal 36

Wajib Pgjak melakukan pembayaran BPHTB E:emta_ng dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTE.
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan
olel: Wajib Pajak melalui Bank yang ditunjuk atan Bendahara
Penerimaan pada unit kerja.

Prosedur pembayaran BPHTR oleh petierima Hak Atas Tanah

dan/atau Bangunan selaku Wajib Pajak adalah sebagaimana



(1)

{2)

(3)

(%)

(1)

(2}

(1)

()

tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan PBB-P2

Pasal 37
Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh PD yang membidangi
Pajak,
Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi
tentang rcalisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari
Pendapatan Asli Daerah. '
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
_SPP"I‘, SKPD, 88PD, dan dokumen lain vang sah dari bank
lempat pembayaran.
P yvang membidangl Pajak menerima laporsn pencrimaan
PBEBE-P2 dari bank tempat pembayaran paling lambat pada
fanggal 10 (sepuiuh) bulan berikutnya. |

Paragraf 2
Pelaporan BPHTB
Pasal 38
Pelaporan BPHTE dilaksanalkan gleh Fungsi Pembukuan dan
Felaporan.
Pelaporan BPHTB bertujuan uniuk mcemberikan informasi
tentang realisasi penerimaan BPHTB scbagal bagian dari

Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 39

[Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan
BPHTB berdasarkan dokumen- dokumen dari Bank dan/atau
Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan
pencrimaan BPHTB dari Bank yang difunjuk/Bendahara
Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh} bulan
berilcutnya.



(3)

{1}

(<)

{3

(4

(5)

(1)

Fungsi Pembulmuan dan  Pelaporan menerima laporan
pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagiuan Kedelapan
Penagihan

Paragraf 1
Penagihan PBB-P2
Pasal 40
Penagihan dilaksanakan melalui penelapan STPD, SKPDKB
dan/atau SKPDKBT.
STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayatl {1) dapat diikuti dengan surat teguran dan/atau
surat pakss,
Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya perspasif
selama I (satu} bulan setelah jatuh tempo,
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3} diberikan
7 (tujuh} hari sctelah dilakukan upaya persuasif.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas,
khususnya penandatanganan STPD, maka penandatanganan
STPD dilakukan dengan keientuan sebagai berikut:
a. cap dan tanda tangan cetakan untul tagihan sampai
dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
b cap dan tanda tangan hasah uniuk lagihan lebih dari
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 41

Penelapan SKPDKB/SKPDKRT, dilakukan melalui tahapan:

a. BPKPD memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD schelum
lewat jangka wakiu 5 {ima) tahun sejak dibayar oleh
Wajib Pajak;

. terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata kurang
bavar, SKPDKB/SKPDKBT; BFKPD menctapkan
SKPDKB/SKPDKBT;

¢, Wajib Pajak meneiima SKPDEB/SKEPDKET dan
membayarkan PBB-F2 ferutang scsuai dengan prosedur

pembayaran PBB-P2.



(2)

{13

{2}

(3}

Penerbitan Sural Tegurarn, melalui:

a. 3TPD, SKPDXB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetilan,
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang
menyebabkan jumlah  Pajak  vyang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 [satu] bulan
sciak tanggal diterbitkar;

b. dalam hal STPD, SKPDEKR, SKPDKBT, Surat Keputusan
Pcmbetulan, Surat Keputusan Kecberatan dan Putusan
Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka dalan waktu 1 {satu) bulan sejak hari
jatuh tempo BPKPD melakukan upayva persuasif kepada
Wajib Pajak agar mchanasi PBB-P2 terutang;

c. sefelah 1 ([(satu) bulan sejak hari jaluh tempo, atas
permohonan penundaan atau pembayaran PBB-P2 secara
mengangsur oleh Wajib Pajak yvang disetujui, BPKPD tetap
melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajalk agar
melunasi PBB-F2 terutang; dan

d. setelah 15 [lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas
permohonan perrundaan atau pembayaran Pajak sccara
mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, BPKPD

menerbitkan surat teguran,

Paragraf 2
Pcnagihan GPHTB

Pasgl 42
Prosedur penagihan diakukan untuk menagih BPHTB
terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
Prosedur penagihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah
(3TPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah’ Kurang
Bayar (SKPDKB} BPHTB dan/atau Sural Ketetapan Pajak
Dacrah Kurang Bayar Tambahan {SKPDKBT) BPHTE.
STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa

jika diperlukan,




Bagian Kesembilan
Mutasi, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Urnum

Pasal 43
1) RKepaia PD yang membidangt Pajak Atas Namu Bupati dapat
membetulkan SPPT, SKPD dan STPD vyang dalam
pencrbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung dan/atau kckeliruan pencrapan ketentuan tertentu

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala PD yang mcmbidangi Pajak atas permohoenan Wajib

Pajak secara dapat:

a. melakukan perubahan mitasi data objek/Subjek Pajalks
melakukan pembetulan SPPT/SKPD/STPD vang salah;
membatalkan SPPT/SKPD/STPD vang tidak benar;
mengurangkan SPPT/SKPD/STPD; dan/atau

rmengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif

& A oo

PBB-P2 berupa bunga, denda dan kenaikan vyang
dikenakan karena kekhilalan Wajib Pajak atanr bukan
karena kesalahan Wajib Pajak.

{3) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat mengurangl:rﬂn atau
menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga
dan denda karena:

a&. Subjek Pajak terkena bencana sosial dan/atayu wabah
penyakit; '

b. Objek Pajak terkena bencana alam scperti gempa tmami,
banjir, tanah lengsor, atau sebab lain vang luar biasa
seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit langman
ataupun hama tanaman; dan/atau

c. kondisi tertentu lainnya seperti program percepatan
penyelesaian piutang, pemberian  stimulus  untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat dan peringatan
hari jadi Kabpaten Kerinci.

() Penguarangan atan penghapusan sanksi administratil PBB-P2

berupa bunga dan denda dalam kondisi tertentu




(5)

(®)

{1}

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Dalam rangka percepatan target penerimaun PBB-P2 Kepala

PD yang membidangi Pajak dapat mengurangkan atau

menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga

dan denda.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2

berupa bunga dan dends dalam rangka percepatan target

penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksnd pada ayat (5]

ditetapkan dcngan Keputusan Kepala PD yang membidangi

Pagjak.

Paragraf 2
Mutasi
Pasal 44

Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi/perubahan atas data

objek/Bubjek Pajak yang diakibatkan oleh jual-beli, waris,

hibah atau sebab lain yang mengakibatkan berubahnya
objek/Subick Pajak,

Pengajuan permohonan mutasi/perubahan ohjek/Subjek

Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat diajukan

secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan:

a. mengajukan perzaohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada Bupati melalui Kepala BPKPD;

b. surat permohonan ditandatangani cleh Wajib Pajak, dan
datam hal surgt peimohonan ditandalangani oleh bukan
Wajib Pajak harus dilampiri dengan Sural Kuasa;

c. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar, dan
lengkap serta ditundatangani;

d. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan
ketetapan tidak lebih dari Rpl.000.000,00 (satu juta
rupiah);

¢. melampirkan asli SPPT tatran berjatan;
telah melurasi PBB-P2 5 {lima) tahun terakhir; dan

g. melampirkan bukti pendulurng sebagai berikut:

1. surat pengantar dari Desa/Kelurahan untuk

pengajuan secard perseorangarn;




(3)

(1)

(2}

{3)

4)

2. Fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau
identitas lainnya dari Wajib Pajak;
3. surat tanda bulkti hak atas bumi dan/atau bangunan;
dan
4. surat keterangan kepala desa flurah.
Bentuk formulir permohonan mutasi/ perubahan
objck/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian
tidak terpisahican dari Peraiuran Bupati ini.

Paragraf 3
Pembetulan
Pasal 45
Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan
ditefmukan kKesalahan seperti nama Wajib Pajak, alamat,
luasan Objek Pajak, Wajibk Pajak dapat mengajukan
permohonan pembetulan Kepala PD yang membidangi Pajak.
Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1}, PD) yang membidangi Pajak mclakukan verifikasi dan
pembetulan.
Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat
21 ditekukan Bselambat-lambatnya & (eham} balan sejak
diterimmanya pengajuan/permochonan dari Wajib Pajak.
Permohonan pembetulan SPPT, SKPD, STPD dan SKPDLB
PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif
dengan ketentuan:
a. permohonan pembetulan secara perorangan harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. setiap permehonan hanya dépa‘t diajulkkan uwntuk 1
{satu} surat keputiisan atau surat ketetapan;
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa ndonesia
disertai alasan yang jelas;
3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala PD yang
membidangi Pajal;
4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
dan dalam hat surat permohonan ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat

Kuasa;



3.

mengisi SPOP dan/fatau LSPOP dengan jeclas, benar

dan lengkap serta ditandatangani, unfuk kesalahan

ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat

objek atadu Subjek Pajak, sedangkan untuk kesalahun

yvang disebabkan karena kekeliruan memasukkan

data tidak perln mengisi SPOP dan/atau LSPOP; dan

melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

a. suraf pengantar dari Desa/Kelurahan;

b, asli SPPT/SKPD/STPD /SKPDLB tahun
berkenaar;

£. telal melunasi PBB-P2 5 tahun terakhir;

d. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga
atau identitas lainnya dari Wajib Pajal;

€. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat {4) huruf b; dan

f. surat keterangan kepala desa/lurah;

b. petmohonan pembeiiian secara kilektif harus memenuahi

persyaratan sebagai berikut:

1.

diajukan uniuk SPPT tahun Pajak vang sama :dengan
Pajak yang Terutang untuk setiap SPPT ‘dengan
ketetapan tidak lebih dari Rp500.000,00 (ima ratus
ribu rupiah}; '
diajukan secara teriulis dalam bahasa Indonesia
disertai alasan yang jelas;
diajukan kepada Bupati mcialui Kepala BPKPDD;
diajukan melalui kepala desaflurah selempat:
mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan
ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat
objek atau subjek saja, sedangkan untuk kesalahan
vang disebabkan karéna kekelirtan memasukkan
data tidak perlu mengisi SPOP dan fatau LSPOP; dan
melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:
a. asl SPPT/SKPD/STPD /SKPDLB tahun
berkenaan;
. lelah melunasi PEB-P2 5 tahun terakhir;



(3]

(6]

{7)

c. folokopl kartu tanda penduduk, kartu keluarga
atau ideniitas lainnys dari Wajib Pajak;

d. surat tanda bukii hak atas bumi dan/atau
bangunan sthagaimana dimakstud dalam Pasal 4
ayat (4} huruf b; dan

e. surat keterangan kepala desa/flurah;

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pembetulan atas kesalahan afau kekeliruan vang
bersifal manusiawi tidak mengandung persekongkolan
antara Fiskus dan Wajib Pajak, berupa kesalahan tulis,
Kesalahan hitung, kekeliruan penerapan keténluan tertentu
dalam peraturan perundang- undangan terhadap surat
kepufusan atau surat ketetapan sebagai berikut:

a, SPPT;
SKPD;
STPD;
surat keputusan pemberian pengurangan;
suarat kepatusan pengurangan sanksi administralif;
Surat Keputusan Pembetulan;

Surat Keputusan Keberatan;

I L

surat keputusan pemberian imbalan bunga; dan

i
]

surat keputusan pengurangan sanksi administratif,
surat kcputusan penghapusan sanksi adminisiratif,
surat keputusan pengurangan Kctctapan pajak, atau
surat kepulusan pembatalan ketetaparn pajak.
Pcrmohonan pembetulan yang fidek memenuhi persyaratan
schagaimana dimaksud pada ayat (1} atau ayat (2), di:a_nggap
bukan sebagai surat permohonen sehingga tidak dapat
dipertimbangkan.

Dalam hal permochonan pembetulan tidak dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Kepala BPKPD harus
memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau

kuasanya,



{1)

(2)

3

Paragraf 4
Pembatalan
Pasal 46

Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD dapat dilakukan apabila

SPPT/SKPD/STPD {fersebut tidak benar dan seharusnya

lidak diterbitkan.

Ketidakbenaran SPPT/SKFPD/STPD sebagaimana dimaksud

pada gyat (1) meliputi:

a. Data ganda Objek Pajak; dan/atan

b. Objek Pajak tidak ditemukan

Pengajuan permnohondn pembatalan SPPT/SKPD/STPD

PBBPZ dapat digjukan sccara perorangan/kolektif dengan

persyaratan

a. surat permohoeonan digjukan secara teriulis dalam bahasa
Indonesia;

b. diajuizan kepada Bupati melalni Kepala BPKPD;

c. permohonan kolekiif diajukan untuk SPPT ‘dengan
keétetapan tidak lebih dari RpS00,000,00 (Hma ralus riba
rupiah};

d. surat permohongn ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal surat permochonan dilandatangani oleh bukan
Wajib Pajal harus dilampiri dengan Surat Kuasa;

e. surat pengantar dari Desa/Kelurahan untuk pengajuan
secara perscorangan,

f. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga ataun
identitas lainnya dari Wajib Pajak;

g. asli SPPT tahun yang berkenaan; _

h. khusus PEITI‘IUhDI'lﬂl]: pembatalen secara kolektif dengan
alasan objek {idak ada melampirkan surat pemyataan dari
kepala desa/lurall yang menyatakan bahwa Objek Pajak
vang dibatalkan tersebut tidak skan diajukan
pendallaran objek pajak bar, baik atas nama wajib pajak

semula maupun atas name wajlb pajak lain; dan

i, surat keterangan kepata desg/lurah.




{1}

(2)

Paragraf 5
Pengurangan Ketetapan
Pasal 47

Pengurangan ketetapan SPPT/SKPD/STPD dapat diberikan

kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:

&. karena kondisi iertentu Objck Pajak vyang ada
hubungannya dengan Subjck Pajak dan/atau karcna
sebab-sebab terteniu lainnya; dan/atau

b. dalam hal Objek Pajak terkena beneana alam atau sebab
lain yang luar biasa.

Kondisi tertentu Ohjek Pajak vang ada hubungannya dengan

Subjck Pajak dan/atau karena schab-sebab tertentu lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a untuk

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1. Objck Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi
veteran pejuang kemerdekaan, wveteran pembela
kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya,
alau janda/duadanya;

2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/
perikanan/petemakan yang hasilnya sangat terbatas
yang  Wajib Pajaknya orang pribadi  yang
berpenghasilan rendah;

3. Objek Pajak yvang Wajib Pajakriva orang pribadi yang
penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan,
sehingga kewajibahn membayar PBB-P2 sulit dipenuahi;

4. Objek Pajak yvang Wajib Pajaknya orang pribadi vang
berpenghasilan rendah schingga kewajiban membayar
PBB-FP2 sulit dipenuhi; dan

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya crang pribadi yang
berpenghasilan  rendah yang NJOF per ' meter
perseginya meningkat akibat perubshan lingkungan
dan dampak positif peinbanganan.

b. Wajib Pajalt Badan meliputi Objek Pajak vang Wajib
Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami
kerugian dan  kesulitan likuiditas  tahun  Pajak

sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban

ritin,

i



{3

()

(1)

(2)

(3}

(4}

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurud b
merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi
gempa bumi, tsunami, ganung meletus, banjiv, kekeringan,
angin topan dan tanah longsor.

Sebab lain yang luar biasa schagaimana dimaksud pada ayat
{1} hurul & meliputi kcbakaran, wabah penyakit tanaman

dan/atau wabah haima tanaman.

Pasal 48
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang
yang tercaniurm dalam SPPT/SKPD.
PEB-P2 teruteng yang tercantum dalam SPPff SKPD
sehagiimana dimaksud pada ayvalt {1) adzlah pokok Pgjak
ditambah dengan sanksi administratif.
SPPT/SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) vang telah
diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan untuk sanksi
administratif.
Bentuk formulir permchonan pengurangan/pembatalan
perorangan dan kolektif tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahikan dari Peraluran Bupati
ini.

Pasal 49

Pengurangan ketetapan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 47
dapat diberikan:

a.

sehesar 750 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang
terulang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 47 ayat (2] huraf a-angka 1;

sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-
P2 yang terutang dalam kondisi tertentu sebagajmana
dimaiksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3,
angka 4 dan/falau angka 5, atau Pasal 35 ayat (3] huraf c;
dan

sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang
teritang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau
schab lain yang Iuar biasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4).



1)

(2)

(3)

(1)

2)

(1)

(2)

Paragraf 6
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 50
Permohonan penghapusan atau  péngurangan - sanksi
administratif diajukan secara perseorangan/kolektif,
SPPT/SKPL/STPD  yang telah diajukan permohonan
penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak
dupat diajukan kembali, |
Bentuk formulir  pcrmohonan penghapusan atau
pengurangan sanksi administratil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} tereanturn dulain Lampiran XVII vang
merupakan bagian tidak {erpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 51
Keputusan Bupati pcnghapusan atan pengurangan sanksi
administratif dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau
scbhagian atau menolak.
Keputusan Bupati - sebagaitnana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada hasil pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh
Keberatan dan Banding
Pasal 52
Wajib Pajak dapat mcngajukan keberalan secara tertulis
kepada Bupati atau Kepala Badan atas surat keputusan atau
surat ketetapan sebagai berikut:
a. SPPT PBB-P2;

b. SKPD;

¢. SKPDKB;

d. SKPDKBT;

e. SKPDLB; dan
f. SKPDN.

Keberatan dapat digjukan dalam hal:
a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek Pajak Bumi
danfatan Bangunan atau nilai jual objek Pajak Bumi

dan/atdn Banguhan tidak sebagaimana imestinya;

dan/atan




b. Terdapat perbedaan penafsiran kelenluan peraturan
PBB-P2.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan secara perorangan atau kolekizf;
a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
b. perorangan untuk SKPD.
(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
haris memenuhi persyaratan:
a. Satu surat permohonan keberaian uniuk 1 (satu} SPPT
atau SKFD;
b. Diafukan seCard terfulis datam Bahasia Indﬂnesi'a:;
c. Diajukan kcepada Bupali melalui PD vang membidangi
Pajak;
d. Dilampiri asli SPPT/fotokopi /informasi rincian SPPT atau
SKPD vang diajukan keberatan;
€. Dikemukakan jumiah PBB-P2 yang terutang menurut
penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan vang
mendulkkang pengajuan kebératannya disertal dengan:
1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas dird

lainnya;

2. fotokopi bulkti kepemilikan/penguasaan/
pemanfaatan tanah, antara lain:
a) scrtifikkat;

b} surat peralihan hak;

€] #urat keputusan dari instansi berwenang; atau

d} sural keterangan yang dikehiarkan lurah/kepala
desa dan diketahni camal setempal.

3. fotokopi ijin mendirikan bangunan/ peréetu__iuan
Bangunan  gedung atan  surat  keterangan
kelurahan/desa dengan denah lokas: objek Pajak atan
surat pernyataan luas bangunan yang difandatangani
oleh Wajib Pajuk.

4. surat kuasa bermaterai jika permohonan keberafan
dikuasalkan.

5. mengisi surat pemberitahuan objek Pajak,

6. fotokopi SPPT tetangga terdekat.
7. fotc chijck Paial.




(5)

(6)

{7)

(1}

(2)

(3)

8. Wajib Pajak telah melunasi Pajak vang masih harus
dibayarkan paling sedikif sejumlah yang tfelah
disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan atanl pémbabasan akhir hasil vorifikasi
sebeium surat keberatan disampaikan.

f. Dajukan dalam jangka walktu 3 {tiga) bulan scjak. tanggal
ditcrimanya SPPT atau 1 (satu} bulan sgjak tanggal
diterimanya SKPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau
kunasanya dapat mcnunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidakk dapat dipenuhi karena keadaan diluar
keknasaaninya; dan

g. Surat Keberatan dilandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak harus dilampiti dengan surat kuasa.

Tanggal pencrimaan sural permohonan keberatan yang

dijadikan dasar untuk memproses keberatan adalah tanggal

terima surat permohonan keberatan yang disampaikan
langsiing dlch Wajib Pajak alau kuasanya kepada BPKPD.

Apabila surat permohonan keberatan dikirimkan melalui jasa

pengiriman, Tanggal peneritmaan surat permohanan

keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses keberatan
adalalhr tanggal terima surat permohonan keberatan yang
difcrima olch BPKPT).

Format Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1}, tercantaum dalam Lampiran XtV vang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bugpati ini.

Pasal 53

Pengajuan keberatan untuk SPPT secara  kolektif
schagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayail (3] huraf a
dilalmizan untuk setiap SPPT yang tergolong dalam buloa 1
{satu). '

Pcngajuan keberatan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
digjukan secara fertulis kepada Bupati melalui PD yang
membidangi Pajak,

Kebetratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mememihi persyaratan sebagi berikut:
a. diajukan sccara tertulis dalam Bahasa Indonesia;




b. diajukan kepada Bupati melalui PD yang membidangi
Pajals;

c. ditampiri SPPT asl;

Sutrat keterangan farah fkepala désa selempat;

e. Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menuruf
penphitungan Wajib Pajalk diseriai dengan alasan yang
mendukung pengajuan Keberalannya diseriai dengan:

1. Foto copy identitas Wajib Pajak, dan fotocopy identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

2, Foto copy bukt
kepemilikan { pengiiasian f pemanfaatan tanah
(sertifikat fAJB/doknmen lain yang sejenis];

3. Foto copy ijin mendirikan bangunan/ peréetujuan
bangnnan gedung atau surat keterangan
lurath /kepala desa;

4. Surat kuasa bermaterai jika permobionan keberatan
dilkuasakar:;

5. Wengisi Surat Peiberitahitan Objek Pajak [SPOP)
dan;

&. Folo copy SPPT letanpgga terdekat.

f,  Diajukan dalam jangka wakin 3 (tiga} bulan scjak tanggal
diterimanya SFPPT atau 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterimanya SKPD, kecuali apabila Wajib Pajak afau
kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka wakiu ita
tidak dapat diperivhi karena keadaan i Iuar
kekuasaannya,

{4) Tanggal Penerimaan sural keberatan yang dijadikan dasar
untuk memproses surat keberatan adalah:

a, tanggal terima surat kcberatan, dalam hal disammpaikan
secara langsung olehh Wajib Pajak atau kuasanjrﬁ kepada
BPKPD; atau

b. tanggal landa pengitiman sarat kcbheratan, dalam hal
disampaikan melalui pos tercatat dengan bukti

pengiriman surat.

Pasal 54

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak

vang terulang dan pclaksanaan penagihantya.




Pasal 55
Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT dan/atau SKPD yang
terutang diberikan olelh KXepala BPKPD atas pelimpahan

kewenangan dari Bupati.

Pasal 56

{1] Pejabal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sesuai
kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 {dua
belas} bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat
keberatan, harus memberikan kepufusan atas pengajuan
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

(2} Keputusan keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (i)
dapal berupa menerima scluruhnya atau sebagian, menolak,
atau menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.

{(3) Apubila jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lelah terlampaui dan keputusan belum dilerbitkan,
pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan
keputusan sesual dengan penggjuan Wgjib Pajek dalem
jangka waktu paling lama 1 (safu} bulan terhitung sejak
jangka waktu dimaksud berakhir. _

{4) Dalam hal kcputusan keberatan menyebabkan perubahan
daita dalam SPPT, BPKPD imenerbitkan SPPT dan SKPD baru
berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat
jailuh tempo pcmbayaran.

(5} SPPT dan SKPFD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 57
Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat
menyampaikan alssan tambahan atau penjelasan tertulis

sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 58
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanys
kepada Pengadilan Pajak terhadap Surai Keputusan
Keberatan yang ditetapkan cleh Bupati.
(2] Pengajuan permohonan banding menanggnhkan kEwajiban
membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal

penerbitan Putusan Banding,.




{1

(2}

(3)

{4)

Bagian Kesebelas
Perigembalian Kelebihan Pembayaran
Pasgal 59

Wajib Pajak dapai mengajukan permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati dalam hal:

a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang
seharusnya terulang;

b. dilakukan pembayasran PBB-P2 yang tidak seharusnya
terutang; dan

c. terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b adalah Pajak yanyg masih harus dibayar fermhasuk
sanksi adminisiraiif berupa bunga, denda atau kenaikan
yvang tercanitum dalsm suraf ketetapan pajak atau surat
sgjenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
perpajakan.

Kelebihan pembayaran PEB-P2 dapat terjadi karens:

perubahan peraturan;

sural keptitusan pembierian pf:n'gurangaﬁ;

surat keputusan penyelesaian keberatan;

kesalahan penetapan:

kekeliruan pembayaran; dan

m e oaa TP

keputusan pengadilan yang mempunyai kelouatan hukum

tetap.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikian dengan melampirkan sekurang-luranmrva:

a. SPPT/SKPD dan 55PD asli; dan

b. STPD.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 {dua belas) bulan

sgjak dilerimanya surat permohonan pengembalinn dari

Wajib Pajak, menerbitkan:

a. SKPDLE, apabila jumlah PEB-P2 vang dibayvar ternyata
lebih besar dari yang sehamisnya terutang;

b. SKPDN, apabila jumlah FBB-P2 sama dengan jumlah
PBB-P2 yvang seharusnya terutang; dan

c. SKPDKB, apablla jumlah PBB-P2 yang dibayar termyata

kurang dari jumlah PBB-P2 yang scharusnya terutang.




(5)

{6)

(1}

(2)

(3)

Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka
waktu paling lams 2 (dual bulan sgjak diterbitkaonya
SKPDLE.
Penerbitan SKPDLB, SKPDN dan SKPDKBE sebagaimana
dimaksud pada ayat [4} dapat dilimpehkan kepada Kepala
BPKFPD.

Pazal 60
Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlehih
dahuha dengan utang Pajak lainnva.
Atas dasar perselujuan Wajib Pajak yang berhak alas
kelebihan pembavaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat
diperhifungkan dengan Pajak vang akan terulang.
Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat
(2] dilakukan dengan pemindahbukuan,

Bagian Kedua Belas

Penentuan Kembali dan Penundaan Tanggal/saat Jatuh Tempo

(1}

(2)

(3)

{1}

Pasal &1
Bupati aias permintaan- Wajib Pajak dapal menenlukan
kemlali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran dikarenskan
keterlambatan diterimanya SPPT,
Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat menunda
tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP karena sebab-
sehab tertentu.
Penentuan kembsall tanggal/saat jatuh lempo pembayaran
dan menunda tanggal/fsaat jatuh tempo pengembalian SPOP
atas pcrmohenan Wajib Pajak sebagaimana dimaksnd pada
ayat (1) dan ayat (2} dapat dilimpshkan kepada Kepala
BPKPI.

Bagian Keliga Belas
Pemerikaaan
Pagal 62
Bupali atau Kepala Badan berwenang melakukan
Pemeriksaan untuk menguil kepatuhan pemenuhan

kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketcntuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.




{2

@)

)

(3)

(1}

(2)

(3]

Pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagnimana dimeksud pada ayat (1)
dilakmkan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi
kelebihan Pembayaran Pajak;

. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang
mentinnjukkan babwa Pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar; atau

¢, Wajib Pajak yang lerpilih untuk dilakukan Pemeériksaan
berdasarkan analisis risiko,

ayal (1) dilakukan paling sedikit untuk:

&, pemberian NPWPD secara jabatan;

b. penghapusan NPWPLD;

¢. penyelesalan permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data danfatay alat keterangan; dan/atau

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pemertiksaan untitk twjuan lain sebagaimana dimakstid pada

ayat (3) meliputi:

A, penentuan,

b. pencocokan; atau

. pengumpulan wmaterl yvang berkaitan dengen. tujuan
Pemeriksaan.

Tata cara Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- andafgat.

Bagian Keempat Belas
Penghapusan Piutang
Pasal 63

Bupali dapal menghapuskan piutang Pajak dikatrenakan
tidak bisa tertagih dan/atan sudah kedaluwarsa.
Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimalsud pada
ayal (1} ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan
usulan Kepala BPKPD.
Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimalesud
pada avat (2) paling sedikif memuat;

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b, jurnlah piutang Pajak;




Lo¥

d.

Tahun Pajak; dan
alasan penghapusan piutang Pajalk.

(4} Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana

(5}

(6)

dimaksud pada ayat (1) terdifi atas:

.

=
c.
d.

SPPT

SKPD

STPD: dan

Surat Keputusan Pembetylan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding, yang rmenvebabkan
jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.

Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menuruat data
tunggakan PBB-P2 tidak dapat alau tidak mungkin ditagih

lagi disebabkan:

a.

Wajib Pajak dan/atau penanggung Pgjak tidak dapat
ditemmukan atau meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli
waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan,;

Wajib Pajak dan/atan  peéenanggung  Pajak tidak
mempunyal harta kekayaan lagi;

tidak ditcmukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak
sudah tutup; '

hak untuk melalkukan penagihan sudah kedaluwarsa;
atau

Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain,
seperti Wajib Pajak vang tidak dapal dilemukan lagi atau
dolumcen-dokumen sebagai dasar penagihan Pgjak tidak
lengkap atau Utdak dapat ditelusuri lagi disebabkan
keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana
alam, kebakaran dan lain sebagainya,

Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut datia
tunggakan PBB-P2 tidak dapaf atau tidalt mungkin ditagih
lagi dischabkain:

.

bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi,
komisaris, pemegang ssham, pemilik modal atau pihak

lain yang dibebani uniuk melakukan pemberesan atau
likuidator atau kurrator tidak dapat ditemmnlkan;




(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak memiliki
harta kekayaan lagi;

€. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan
penyampaian salinan surat paksa kepada penguarus,
direksi, likuidator, kurater, pengadilan negeri, pengadilan
niaga, baik secara langsung maupun .dr:‘:ngan
menempelkan pada papan pengumuman atau media
massa;

d. hak wuntuk melakukan penagihan Pajak sudah
kcdaluwarsa; alan

€. sebablain scsuat husil pemeriksaan.

Pasal 64
Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau pintang Pajak
yvang tdak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
schagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayal (1], wajib
dilalnikan Pemeriksaan sctempat atau Peme::riksaa_n
administrasi oleh BPKPD yang hasilnya dibuat uraian
Pemerilisaan.
Uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
harus mengpambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang
Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menenlukan
besamya pintang Pajek yang tidak dapat d;‘itagih lagi dan
diusulkan untuk dihapus.
Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah
adanya uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat [1].
BPKPD menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak

usulan dimaksud kepada Bupati.

Bagian Kelitna Belas
Sosialisasi dan Edukasi
Pasal 65
Sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dapat dilalcukan
melalui berbagai media, antara lain:

a. Penyebaran brosur, pamphlet, dan leaflet;

b. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan pelatihan;




(2)

(1)

(2}

Pemasangan spanduk, banner, poster, dan balihg;
Siaran radio dan televise;

Media sosial: dan

- RO

Website resmi pemerintah daerah.

Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

bertujuan untuk:

#. Meningkatkan pernahaman wajib pajak tentang peraturan
perpajakat;

b Meningkatkan kepaluhan waiib pajak dalamn
melaksanakan Kewajiban perpajakannya; dan '

¢, Meéningkatkan - Resadaran wajib pajak  dalam

pertbangunan daerah.

Bagian Keenam Belas
Informasi
Pasal 66
Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang berhubungan

dengan pelaksanaan PBB-P2,

BAEB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Terhadap Objek Pajak yang tidak/belum dibayar pajaknya
oleh Wajib Pajak sampai batas waktu yang tclah d_itétapka_n
dapat difakukan penempelan stiker dan/atdn pemasangan
banner yang menyatakan bahwa "Fanah dan Bangunan
Belum Dilunasi PBB-P2 nya",

Bentuk stiker dan/atau banner sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercanitum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 658

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:




terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan
sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya
dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013
Nomor 25);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 70
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 2 Janeari 2025
Pj. BUPATI KERINCI,

oM

Diundangkan di Kerinci
pada tanggal 2. lanari 2025
RAH KABUPATEN KERINCI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR 1
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